
Mcagingal 

Menimbang , a. bahwa dalam rangka rneningkatkan pertumbuhan ckonomi 
di bidang Penanaman modal, perlu diberikan inscntif dan 
kernudahan kepada calon penanrun modal; 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketenruan Pasal 6 
ayat (3) Peraturan Dacrah Kabupaten Temanggung 
Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal, 
perlu menetapkan Pcraturan Bupat.i tentang Pemberian 
J nsentif dan Pernberian Kcmudahan Penanaman Modal di 
Kabupaten Temanggung; 

l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten Dalam 
Lmgknngan Propinsi Jawa Tcngah [Berita Negara Tahun 
1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 25 'l'ahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

4. Undang-Undang Nomor l2 Tahun 201 J tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 20 l I Nomor 82, 
Tambaban Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemeriorahan Daerab (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamhaban Lemharan 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, teraldur dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua Stas 

Undan~ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemeriutaban Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor SS, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembara.n 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tabun 2008 tentang 
Pedoman Pembenan lnsentiI dan Pcmberian Kemudahan 
Penanaman Modal d1 Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437): 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraao 
Pemenntaban Daerab (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tabun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ); 

9. Peraruran Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana 
Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
lndoneaia Tahun 2012 Nomor 42): 

10. Perawran Presiden Nomor 39 Tabun 2014 tentang Daftar 
Bidang Usaba yang Terwtup dan Bidang Usaba yang 
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Peoanaman Modal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
93}: 

11 Peraturan Presiden Nomor Irr Tabun 2014 tentang 
Perawran Pe1aksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tenrang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pinw (Lemharan 
Negara Republik lndones,a Tahun 2014 Nomor 221); 

13. Peraruran Daerab Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayab Kabupaten 
Temanggung Tabun 2011 · 2031 (Lembaran Daerab 
Kabupaten Temanggung Tabun 2012 Nomor 1 Tambahan 
Lembaran Daerab Kabupaten Temanggung Nomor LJ; 

• 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud deng.an; 
1. Daerah adalab Kabupaten Temanggung. 
2. Pemerintah Daerah adalab Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Dacrah yang memimpin pelaksa.naan urusa.a pemerintahao 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Temanggung 
4. Organisasi Perangkat Oaerah yang selanjumye disingkat OPD adalah 

Organisasi Pera.ngkat Daerab Kabupaten Temanggung 
S. Dinas Penana.man Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

selanjutnya disingkat DPMP!'SP adalah Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pinru Kabupaten Temanggung. 

6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pinru Kabupaten Temanggung. 

BAB I 
KETENTIJAN UMUM 

Pasal I 

INSENTIF DAN 
MODAL DI 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANO PEMBERlAN 
PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN 
KABUPATEN TEMANOOIJNO 

MEMUTIJSKAN: 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 
Tabun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 26); 

IS. Peraturan Daetah Kabupaten Temanggung Nomor 21 
Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tcmanggung Nomor 43}; 

16. Peraturan Daerab Kabupaten Temanggung Nomor 10 
Tabun 2016 ten tang Pembentukan Dan Susunan Pera.ngkat 
Daerah Kahupaten Temanggung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tcmanggu.ng Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan 
Lembara.n Daerah Kabupatcn Temanggung Nomor 68}, 

17. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 64 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pelaksanaan Petnberian lnsentif dan 
Pemberian Kemudahan Peaanaman Modal di Dacrah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930); 

18. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Perizinan dan Non Perizman Penanaman Modal; 

' 



7. Pemberian Jnsentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada 
penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal 
di daerah. 

8. Peroberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah 
daerah kepada penanam modal untuk mempennudah setiap kegiatan 
penanaman modal da1sm ra.ngka mcndorong perungkatan penanaman 
modal di daerah. 

9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, 
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal 
asing untuk melakukan usaha di wilayali negara Republik Indonesia. 

10. Pe nan am modal adalah perseonu,gan atau badan usana yang 
melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal 
dalam negeri dan penanam modal asing. 

J J Tim Venfikasi dan Penilalan Pemberian Jnsentif dan Pemberian 
Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang 
selanjutnya chsebut Tim Verifikasi dan Penilaian adalah kelompok 
kerja yang dibentuk dan dJtetapkan oleh Bupati untuk melakukan 
verifikasi, perulaian, memberikan rekomendasi dan melakukan 
pemantauan serta evaluasi terhadap pemberian insentif dan pemberian 
kemudahan penanaman modal. 

12. Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan Jahan atau Jokasi 
adalah infonnasi rencana tata ruang wilayah, bantuan teknis 
pengadaan lahan, dan/atau pen:epatan pengadaan lahan 

13. Pemberian advokasi adalah layanan konsultasi usaha, dan/ atau 
fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malJ)raktik admmistrasi usaha, 

14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleb 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa benlasarkan Undang 
Undang. dengan tidak mendapatkan imbalan secara Jangsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerab bagi sebesar-besamya kemakmuran 
rakyat. 

15. Retribusi Daerah yang selanjumya disebut Retribusi. adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberiao i2:in rertentu yang 
khusus disediakan dan/atau dJl>enl<an oleh Pemerintah Daerah unruk 
kepennngan orang pribadi atau Badan. 

16. Rencana Umum Penanaman Modal K.abupaten Temanggung yang 
selanjutnya disingkat RUPMK adalab dokumen perencanaan penanaman 
modal di Kabupaten Temanggung yang berlaku sampai dengan tahun 
2025. 

17 Bidang usaha yang tertutup adalab bidang usaha tertentu yang dilarang 
diusahakan seba8ai keg,atan penanaman modal. 

18. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha 
tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal 
dengan syarat tertenru, yarru bsdang usaha yang dicadangkan untuk 
usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang ueaha yang 
dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan 
kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaraU<an dengan lokasi 
terrentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. 



Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam 
modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah saru kriteria sebagai 
berikut: 
a memberika.n kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; 
b. menyerap banyak tenaga kelja lokal; 
c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal; 
d. memberikan kontribusi terhadap sos,al kemasyarakatan; 

BAB ID 
KRJTERIA 

PasaJ 3 

Ruang lingkup yang diarur dalam Peraturan Bupati ini adalah: 
a kriteria pemberian insentif da.n pemberian kemudahan; 
b. dasar peniJaian pemberian insentif clan pemberian kemudahan; 
c. tata cara pernberian insentif clan pemberian kemudahan; 
cl bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan; 
e pelaporan dan ev a1uasi: dan 
f pembmaan clan peng;awasan. 

BABU 
RUANO UNOKUP 

Pasal 2 

19. lndustri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, 
memberi nilai tambah clan ekstemalitas yang tinggi, memperkenalkan 
teknologj baru, serta memilil<i nilai strategis bagi perekonomian nasional. 

20. Usaha Milcro adalah usaha produkrif milik orang perorangan dan/atau 
badan usaha perorangan yang memenuhi knteria usaha mikro. 

21. Usaha Kecil adalah usaha eknnomi produktif yang berdiri sendiri yang 
dila.kukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusabaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau menjadI bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari usaba menengah arau usaba besar yang memenuhi kriteria 
usaba kecil. 

22. Usaha Menengab adalab usaba ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilalcukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, djmi]iki, dikuasai, 
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 
kecil atau usaba besar dengan jumlah kekayaa.n bersih atau basil 
pen jualan tahunan.. 

23. Koperasi adalah Sadan Usaba Jang bttanggotakan orang seorang atau 
badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonom, rakyat yang berdasar alas 
azaa kekeluargaan. 

24. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah 
kegiatan penyelenggaraan pe:nzioan dan non perizman yang proses 
pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap rerbitnya 
dokumen dilakukan dalam saru tempat, 



Kriteria memberikan kontribusi dalam peninglcatan Prociuk Oomestilc Regional 
Bruto sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 3 huruf e diberlakukan kepada 
penanam mod.al yang kegiatan u.sa.hanya me:ngoptimalkan pemanfaata.n 
potensi sumber days alam lokal. 

Pasal 8 

Kritena memberikan konmbusi bagi peningkatan pelayanan publik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 huruf d merupakan peJaksanaan dari 
tanggungjawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayaoa.n publik, 

PasaJ 7 

Kritena menggunakan sebagian besar sumbeniaya lokal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mcrupakan perbandingan antara bahan baku 
lokal dan baban baku yang diambil dan Iuar daerah yang digunakan dalam 
kegiatan usaba. 

Pasal6 

Kntcria menyerap banyak tenaga kerj.a lokal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf b merupakan perbanding;u, antara jumlah tenaga kerja lokal 
yang dipekerjakan dengan jurnlah tenaga kerja yang dipekerjakan, 

Pasal S 

Kriteria mcmberikan kcntribusi bagi peningkatan pendapatan masya.rakal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berlaku ba.gi badan usaha atau 
penanam modaJ yang menimbulkan damp,,k pengganda di daerah. 

Pasal4 

e, memberikan kontribusi dalam peningkatan inveetasi: 
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 
g. termasuk skala prioritas tinggi; 
h. termasuk pembangunan infrasuukrur; 
i. melakukan alih teknologj; 
J. merupakan industri pionir: 
k. berlokasi di daerah terpencil. tertinggal atau perbatasan; 
I. melaksanakao kegiatan penclilJSJ\, pen&C!!'banBl'Jl dan inovasi; 
m. bennitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; dan/atau 
n. industri yang menggunakan baraog modal, mesin, atau peralatan yang 

diproduksi d• dal.am negeri. 



(II Kritena berada di daerab terpencil, daerab tertmggal. atau daerah 
perbatasan sebagaunana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k berlaku bagi 
penanam modal yang bersedia dan mampu meogembangkan kegjatan 
usabanya di daerab. 

PasaJ 14 

Kritcria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam PA.sal 3 
huruf j berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan; 
a. keterkaitan kegiatan usaba yang luas; 
b. memben rulai wnbah clan memperbitungkan ekstemalitas yang tinggi; 
e. memperkenalkan teknologi baru; dan 
d memiliki nila1 strategis dalam mendukung pengembangan produk 

unggulan daerah, 

PasaJ 13 

Kriteria melakukan aim reknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasat 3 huruf 
i diberlakukan kepada penanam modal }'Bllg keg,atan usahanya memberikan 
kesempatan kepada pemerintah daerab dan masyarakat dalam menerapkan 
teknotogi dimaksud. 

PasaJ 12 

Kritena termasuk pemhangunan infrastruktur sebagaimana dima.ksud dalam 
Pasal 3 huruf h berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya 
mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastrUktur atau sarana 
prasarana yang dibutuhkan 

Pasal II 

Kriteria termasuk skala prioritas tmgg, sebagaimana dunaksud da1am Pasal 3 
huruf g diberlakukan kepada penanam modal yang usahanys berada 
dan/atau sesuai dengan: 
a. Rencana Tata Ruang Wilayab; 
b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; 
c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerab; dan 
d. Kawasan Strategis Ccpat Tumbuh. 

Pasa119 

(11 Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana 
dimaksud daJam Pasal 3 huruf r berlaku bagi penanam modal yang 
memiliki dokumen analisis dampak lingkung;an; 

(2) Kriteria sebagaimana dunaksud pada ayat (ti menerapkan prinsip-prinsip 
keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta 
taat pada rencana tara ruang wilayab. 

PasaJ 9 



Sekretaris Oaerah; 
Kepala DPMPl'SP; 
1. Kepala BAPPEOA; 
2 Kepala BPPKAO: 
3. Kepala OPUPKP; 
4. Kepala OISPERJND/\GKOP dan UKM; 
5. Kepala OISNAKER; 
6. Kepala Oinas Llngkungan Hidup;dan 
7. Kabag Perekonomian. 

a Ketua 
b Sekretaris 
c. /\nggota 

BABV 
TIM VERJF'lKASI 0/\N PENILAJ/\N 

Pasal 19 
(11 Bupati menetapkan Tim VeriJikasi dan Pemlaian Kegiatan Pemberian 

Jnsentif dan Pembenan Kemudahan Penanam Modal 
(21 Susunan keanggotaan Tim sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) terdiri 

dari: 

Dasar penilaian pemberian insentir dan pemberian kemudahan menggunakan 
variabel dan skala prioritas sebagaimaoa ten:antum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraruran Bupati ini, 

BABIV 
0/\S/\R PENILAI/\N PEMBERI/\N INSENTIF 0/\N PEMBERI/\N KEMUD/\HAN 

Pasal 18 

Kriteria mdustn yang menggunakan barang modal, mesio, atau peralatan yang 
cliproduksi dt dalam negeri sebagaimana dimaksud daJam Pasal 3 buruf n 
berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan 
kandungan lokal dan cliproduksi di dalam negeri. 

Pasal 17 

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi 
sebagaimana dimaksud da1am Pasal 3 buruf m berlaku bagi pcnanam modal 
yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan deogan pengusaha mikro, 
kecil, menengah, dan koperasi. 

Pasal 16 

Kriteria melaksanakan kegiatan penelinan, pengembangan. dan inovasi 
sebagaimaoa dimaksud dalam Pasal 3 huruf I berlaku bagi penanam modal 
yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan peogembangan, 
inovasi tekoologi dalam meogelola potensi daerah. 

Pasal 15 

(II merupakan daerah yang 
ketersediaan sarana dan 

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 
aksesibilitasnya sangat terbatas, sena 
prasarananya rendah. 



b bagi penanam modal rang akan melalrukan perluasan usaha, pemohon 
mengajukan swat permohonan terruhs dalam Bahasa Indonesia, 
dengan format sebagaimana tercancum dalam La.mpiran ll yang 
roerupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini, 
dilampirl dengan: 

(I) Permohonan insentif dan/atau kemudaban dJajukan oleh perseorangan 
dan atau pimpinan perusabaao kepada Bupati e.q. Kepala DPMPTSP; 

(2) Pcngajuan permohonan insentif dan/atau kemudaban dilakukan dengan 
tats cara: 
a. bagi penanam modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan 

tertulis dalam Bahasa Indonesia. dengan format sebagaimana 
tercantum dalam La.mpiran ll Jang mcrupakan bagian tidak 
terpisahkan dan Pcnuuran Bupati uu, dengan melampirkan: 
I J fotokol)l Kartu Tanda Pcnduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang 

sah dari pemohon; 
2) prom perusahaan yang paling sedilit berisi . visi, misi, lingkup 

usaba, susunan Direksi. dan manajemen perusahaan, sena fotokopi 
dokumen leg;ilitas perusabaan; 

3) bentuk msentif dan/atau kemudahan yangdimohonkan; 
4) fotokopi lzin Prinsip Penanaman Modal 

BABVI 
TATA CARA 

Bagian Kesatu 
Pengajuan Berkas 

Pasal 20 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mempunya.i tugas: 
a melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan 

yang harus dipenubi; 
b. melakukan penilaian tethadap ms.sing- masing kriteria secara terukur: 
c. menggunakan matrik penilaian uncuk menentukan bentuk dan 

besaran pemberian insentif clan pemberian kemudahan penanaman 
modal: 

d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian 
insen tif dan pemberian kemudahan pe_nanaman modal; 

e. menetapkan beotuk clan besaran insentif yang akan diberikan; 
I, menyampeikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk 

ditetapkan menjadi penerima msentif dan penerima kemudahan 
penanaman modal; dan 

g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 
penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan 
penanaman modal. 



Verifikas, dan Pentlaian dalam suatu rapat koordmasi. 
(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I J dilakukan 

paling lambat 5 (tima) bari kerja sejak diterimanya permobonan 
insentif dan/atau kemudaban secara lengkap dan benar. 

(3) Tim Venfikasi dan Penilaian jlke d1pandang perlu dapat melakuken 
kunjungan ke lokasi pemohon insentif dan/atau kemudaban. 

(4) Hasil koordinasi dilaporkan kepada Ptjabat yang berwenang sebagai 
dasar dan rekomendasi dalam menetapkan penanam modal yang 
memperoleh msentif dan/atau kemudaban. 

(5) Hasil Rekomendas• Tim Verifikasi dan Penilaian ditetapken paling 
lambat 7 (tujub) han kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi 
dan Penilaian. 

(6) Pemberian insentif dan pemberian kemudaban dikoordinasiken oleh 
DPMPTSP setclah perusahaan memperoleb l:rin Prmsip Penanaman 
Modal. 

(7) Formal Hasil Penilaian dan Format Rekomcndasi Tim Verifikasi dan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (SI menggunaken format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran ID dan Lampiran JV. yang 
merupaken bagian tidal< terpisahkan dari Peraruran Bupe.ti ini. 

pemohon 
olcb Tim 

dan/atau kemudaban yang diajukan 
Kepala DPMPTSP dan diverifikasi 

(I) Pennohonan insentif 
kepada Bupati e.q. 

Pasal 21 

Bagian Kedua 
Mekanisme dan Tata Kerja Tim Verifikas, dan Penilaian 

I) fotokopi KTP atau bukti identitas dirt yang sah dan pemohon: 
2) profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi : visi, 

misi, linglrup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, 
serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan; 

3) neraca perusahaan 2 (duej tahun terakhir dan perhirungan rugi laba 
perusahaan 2 (dua) tahun terakhir, 

4) perkembangan usaha yang bcrisi kepesitas usaha dan pemasaran 
produk per tahun unruk waktu 2 (cfua) tahun terakbir; 

5) lingkup usaha yang bensi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan 
yang ekan diperluas: 

6) bentuk insentif dan/atau kemudaban yang dimobonkan; 
7) fotokopi lzin Usaha atau lzin Prins,p Perluasan Penanaman Modal; 

dan 
8) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terakhir. 

' 



Pemberian lnsentif dapat berbenrulc 
a. pengurangan pajak daerah: 

I) PaJak Hotel; 
2) Pajak Restoran; 
3) Pajak Hiburan; 
4) Pajak Reklame; 
5) Pajak Parkir; 
6) Pajak AJr Tanah; 
7) Bea Peroleban H.ak alas Tanab dan Bangunan; dan/atau 
8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perlrotaan. 

b. pengurangan, kennganan reuibus, daerah: 
I) lzin Mendiril<an Bangunan (IMBJ: 
2) l•in Gangguan; dan 
3) lzin Trayek. 

c. pemberian dana stunulan; dan/atau 
d. fasilitasi permodalan. 

BAB VD 
JE:NIS PEMBERIAN INSENnF DAN PEMBERIAN KEMUOAHAN 

Bagjan Kesatu 
Jenis Pemberian Insentif 

Pasal 23 

Kewenangan penetapan pemberian insentif dan pemberian kemudaban cliatur 
sebagai berikut 

(I) Kepala OPMPTSP menetapkan pemberian insentif bagi penanam modal 
yang memperoleb Skor nilai antara 14 sampai dengan 23 • Prioritas 
Rendah. Pengurangan retnl>usi dan pajak untuk setiap penanam modal 
diberikan paling banyak sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah pajak 
dan/atau retribusi yang terutang dari peoanaman modal 

(2) Sekretaris Daerah menetapkan pemberian insentif bagi penanam modal 
yang memperoleb Skor nilai antara 24 sampai dengan 33 • Prioritas 
Sedang. Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal 
antara 6 o/o [enarn persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari 
jumlah pajak dan/atau retribusi yang terutang dari penaoaman modal 

(3) Bupati menetapkan pemberian insentif bagi penanam modal yang 
memperoleh Skor niliu antara 34 sampai dengan 42 = Prioritas Ti.nggj. 
Pengurangan retribusi dan pajak unruk setiap penanam modal antara 
11 % (sebelas persen) sampai dengan 15 % (lima betas persen) dari 

jurnlah pajak dan/atau retnl>usi yang rerutang dari penanaman modal. 
(4) Kcputusan Penetapan pemberian inseotif menggunakan format 

sebagaimana terrnntum dalam 1.ampiran V yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraruran Bupati ini. 

Pasal 22 



BABIX 
PEMBINMN DAN PENGAWASAN 

Pasal 27 
[I] Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian 

kemudahan penanaman modal dikooniinasikan oleh Kepala DPMPrSP; 
(2) Dalam melaksana.kan pembinaan dan pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP berkoordinasi dengan 
Organisasi Perangkat Daerah terkait. 

{I) Evaluasi d.ilakukan atas dasar: 
a. laporan tertulis yang disaropaikan oleh penerima insentif dan/atau 

kemudahan; dan I atau 
b. kunjungan ke lokasi usaha penenma msennf dan/atau kemudahan. 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar pembinaan 
dan pengawasan. 

Bagian Kedua 
Evaluasi 
Pasal 26 

(I) Penanam modal yang telah mendapatkan insentif dan/atau kemudahan 
wajib menyampaikan Japoran kepada Bupati setiap I (satu] semester. 

(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l I tercanrum dalam 
Lampiran VJ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan 
Bupati ini. 

BABVUJ 
PELAPORAH DAN EVAWASI 

Rag,an Kesatu 
Pelaporan 
Pasal 25 

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk: 
a. penyectiaan data dan informasi peluang usaha penanaman modal; 
b. informasi/arahan kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah: 
c. pemberian bantuan teknis: 
d. percepatan pemberian perizman; dan/atao 
e. penyediaan sarana dan prasarana, 

Bagjan Kedua 
Jenis Pemberian Kemudahan 

PasaJ 24 



BERITA OAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR 15 

BAMBANG AROCHMAN 

SEKRETARIS OAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG. 

Diundangkan di Temanggung 
pada tanggal Z7 ,.a=- ·i 2018 

Pjs. BUPATI TEMANGGUNG, 

Oitetapkan di Tcmanggung 
Pada tanggal z: ·;..rv, 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya. memeaiotahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Oaerah Kabupaten 
Temanggung. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BABX 
KETENTUAN PENU1VP 

Pasal 28 



a Usaha sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWJ dan I 
memenuhi salah satu kriteria Rencana Pembangunan Jangka 

7 Kesesuatan Usaba dengan Rencana Pembangunan Ekonomi 
Daerah 

- NO PARAMETER ') NlLAJ 
• I Tingkat Pendapatan Karyawan 

a. Pendapatan karyawan perbulan dibawah Upah Minimum l 
Kabupacen {UMK); 

b. Pendapatan karyawan perbulan sama dengan UMK. 2 
c. Pendapacan karyawan perbulan di a.UIS UMK. 3 

2 Penyerapan Tenaga Kerja Lokal 
a. Kurang dari 30 % (tiga pulub persen); I 
b. Antara 30 •,;, (tiga puluh persen) sampai dengan 60 % (enam 2 

puluh persen); 
c. Lebih dari 61 o/o (enam puluh saru persen). 3 - 3 Rasio total biaya bahan baJru dari sumber days lokal yang di 
gunakan terhadap total kebutuhan baban baku 
a Kurang dari 10 o/o (sepuluh puluh persen); 1 
b. Antara I l •,. (sebelas persen) sampa, dengan 30 % (tiga pulub 2 

persen): 
C. Lebih dari 30 o/o (tiga pulub persen). 3 -·· 4 Koncnbusi Dana CSR (social lremasyarakacan) 
a. Belum ada, 1 
b. Ada, kurang dari 5 •1. (lima persen) pertahun dari 2 

keuntungan bersihnya; 
c. Ada, lebih dari 5 •10 (lima persen) pertahun dari keunrungan 3 

bersthnye. . - 

5 Perrumbuhan NilaJ Total lnve$1RSi Penanam Modal 
a Meningkat rata-rata kurang dari S~'o (lima persen) pertabun; 1 
b Merungkac antara 5% (lima persen) sampai dengan l~'o 2 

(sepuluh persen) percahun: 
c. Meningkat lebih dari l~o [sepuluh persen) pertabun. 3 ' 

6 Dokumen Llngkungan 
a. Penanam Modal memililci dokumen SU rat Pernyacaan 1 

Kcsanggupan Pengelolaan Llngkungan dan Pemantauan 
Lmgkungan Hidup (SPP4; 

b. Penanam Modal mcmilila dokumen UKL / UPI,; 2 
c. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL 3 . . . . 

DASAR PENILAJAN PEMBE:RIAN INSEN'l'IP DAN PEMBERIAN KEM1.IDAHAN 
PENANAMAN MODAL 

l.ampiran I 
PERATURAN BUPATI TEMANGOUNG 
NOMOR : ·b·· TAHUN 2018 
TENTANG · PEMBERIAN INSENTIF DAN 

PEMBERIAN KEMUDAHAN 
PENANAMAN MODAL DJ 
KABUPATEN TEMANGOUNG 

• 



Panjang Daerah (RPJPO) / Rencana Pcmbangunan Jangka 
Menengah Daerab (RPJMD) dan Kawasan strategis cepat 
rurnbuh: 

b. Usaha sesuai Rencana Tata Ruang Wllayah (RTRW) dan 2 
memenuhl dua kriteria Reocana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) I Rencana Pcmbangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) dan Kawasan strategis cepat 
tum bub; 

c. Usaha sesuai Rcncana Tata Ruang Wilayah (RTRW] dan 3 
memenub.i Jebih dari dua kriteria · Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPOJ / Rcncana Pembangunan 
Jangka Mencngah Daerah (RPJMDJ dan Kawasan sttategis 
cepat tumbub 

8 Ketersediaan Pembangunan Fasilitas SosiaI (Fa.sos) dan Fasiliyas 
Umum [Fasum) 
a. Penanam Modal menyedia.kan sebesar 30% {tiga puluh I 

persen) sampai dengan 35'!o (tiga puluh lima persen); 
b. Penanam Modal menyediakan sebesar 35°4 (rigs puluh lima 2 

persen) sampai dengan 40% (empat puluh perscn); 
c. Penanam Modal menyediakan diatas 40% {empat puluh 3 

~ persen). - 9 Transfer Teknologi kepada Pemcntah Daerah dan masyarakat 

I 
- 

a. Teknologi sederhana; I 
b. Teknolog, menengah; 2 
e, Teknologi tinggi 3 

10 Jcnis Usaha Baru yang di usulkan I diajukan oleh penanam 
modal 

a Memiliki kcterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai I 
tambah dan mempeth.itungkan ekstemalitas yang terjadi; 

b. Memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, mcmberi nilai 2 
tambah dan mempertutungkan eksternalitas yang terjadi dan 
memperkenalkan teknologi baru; 

c. Memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai 3 
tambah dan memperb.itungkan eksternalitas yang terjadi dan 
memperkenalkao teknologi baru. serta memiliki oilai sttategis 
dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah. 

11 Lokasi Produksi 
a. Berada di pusat wilayah; J 
b. Berada di pinggrran (sub urban); 2 
c. Berada di desa tertingg;al atau perbatasan. 3 

12 Pe nan am Modal Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan 
Pengembangan (Litbang) dan lnovasi dalam peningkatan nilai 
tambah Potensi Unggulan Daerah (PUD) 

a Tidak ada; I 
b, Ada keg,atan. tetapi tidak terkait dengan pengembangan 2 

Potensi Unggulan Daerah (PUD); 
c. Ada kegiatan dan rerkait erat dengan pengembangan Potensi 3 

I Unggulan Daerah (PUD). 

• 



SUD 

GGUNG 

b. -Jangka Waktu dan Frekwensi Pemberian lnsentif. 
l. Penanam modal baru ; dibenl<an paling banyak 4 (empat) kali dalam 

jangka waktu 5 tabun sejak mempero!eb i2in prins,p penanaman modal; 
2 Penanam Modal Lama diberikan paling banyak 2 (dua) kali. 

a. Skala pnoritas pembenan insentif 
Skala Penentuan Prioritas Pemberian lnsentif: 
I Skor nilai antara 14 sampai dengan 23 • Priontas Rendah. Pengurangan 

reaibus, dan pajak untuk setiap penanam modal dlberikan paling 
banyak sebesar 5 % (lima persen) dari jumlab pajak dan/atau retribusi 
yang terutang; 

2. Skor nilai antara 24 sampai dengan 33 = PrioritaS Sedang. Pengurangan 
retnbusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 6 % (enam 
persen) sampai dengan 10 % (sepulub persen) dari jumlab pajak 
dan/atau retribusi yang terutang; 

3. Skor nilai. anrara 34 sampai dengan 42 = Prioritas Tinggi. Pengurangan 
retribusi dan pajak untuk seuap penanam modal antara I I 0/o (scbelas 
persen) sampa, dengan 15 % (lima betas persen) dari jumlab pajak 
clan/atau retribusi yang terutang, 

I 
uh persen]; 2 
persen). 3 

dalarn bidang produksi 3 
ii dan Koperasi. 
peralatan produksi 

I 
anya dalam bidang 2 

saha Mikro Kecil dan 

pemasaran dengan 
dilakukan oleh penanam 

13 Kemitraan dalam bidang produksi a tau 
Usaha Mikl"o Kecil dan Koperasi yang 
modal. 
a. Belum melalrukan; 
b. Sudah melaku.kan kemitraan tetapi b 

produksi atau pemasaran dengan U 
Koperasi; 

c. SUdah melalrukan kermtraan baik , 
atau pemasaran dengan Usaba Mikro Kee 

14 Penggunaan barang modal, mesm a tau 
dalam negeri 
a Belum menggunakan; 
b. Menggunakan kurang dari 5()0/o (lima pul 
c. Menggunakan lebib dari 50% (lima pulub 

Scor Nilai 



a. informasi rencana tata ruang wilayah; 
b. bantuan teknis pengadaan lahan; 

. Pengurangan pajak 
Pengurangan rem'busi . 

2. Kemudahan; 

Penyediaan informas, lahan atau lokasi: 

Adapun jenis insenb.f/kemudahan penanaman modal yang kami 

mohonkao adalah sebagai berikut: 
L lnsentif: 

........................................................................ 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . ... . . . .... . . ... ... . •............................................ 
• ••••, •••••,,,, ••••, ••,,,, •••• •• ••• ,Od, oH, 0 "•• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 • • •, o o o o o • 

.............................................................•........... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . Nama Perusahaan 
Alamat Perusahaan 

Telp. 
Nama Pimpinan 

Alamat Punpinan 
Telp. 

Alamat Lokasi Perusahaan 
Telp 

Dengan honnat, 
Bersama ini kami mengajukan Permohonan lnsentif/Kemudahan 

Penanaman Modal dengan data • data sebagai berikut: 

TEIIAIIGGUNG 

Kepada 
Yth. Bupati Temanggung 
Cq. Kepala Dinas Penanaroan Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Temanggung 
di 

: I (satu) bendel . 
: Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal 

Lamp. 
Perihal 

FORMAT 
PERMOHONAN INSENTIF / KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 

Lampiran a 
PERA'l'tlRAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR : .t; .. TAHUN 2018 
TENTANG • PEMBERIAN INSENTIF DAN 

PEMBERIAN KEMUDAHAN 
PENANAMAN MODAL DI 
KABUPATEN TEMANGGUNG 



SUD 

Temanggung, 2018 
Pemohon 

Bersama ini kami sampaikan berkas sebagaimana terlampir: 
Catatan . Lmgkari jenis insentif/kemudahan penanamao modal yang dimohon 

Perce pa.tan pembcriao perizi-nan . 

c. percepatan pengadaan laban 

Pemberian advokasi: 
a, layanan konsultasi usaha.. 
b, fasilitass peng.aduan dan penyelesaian rnalpraktik admioistrasi 

usaha. 



NO I VAR1AB£L I UIDOw\TOR r P.'u!AMET£R•1 ,m.~ 
I . Ju,,ntrt1N5i T~-·~odJII - .. r_ n.ta·tala. ~ ...,.....,. J - Pew,,g- ..... - dampok per buloumti, - Upoh Mm== 

katan Pffldapet. t<tbod.ap .....-,gb- 
-- il)MK): an Masrrwdwu - """ """ b.T- ....... ,.,.. pefldape18tl katJ·o-u 2 ~uabt 
pn bulllnnra ,r;;ama ~ UMK; 

C. Tift.gkat_ tllla·f"ata. ptndap$Jan ki:U'}"lff.'M 3 
per Ntkr,,nya dildaa UMJi:.. ·- a: p<n,.;-apa,, :<n881' - lokal lturaAg dari I 2 I Pfflyrnpa.n 1' cna - - .. ~1.o"81 - 1okal - 30"6. toga puluhper~ a:ratu.5j: 

uab•ra bdtc a:bapi, b. penJCf'8PIU1 tenGp ktotja loluJ ant.a.ra. 30.,.. 1 . .,,...~,,....,,,... l"llapuluh-- ...,,,..d<ngan 
""'"""" ma--1 

60 ,_ ttnam puJu.b pct 9"fa.o-UJ!4; 
d, perl)"el •t*'• ~ kc:rJa iokAI kbih d.ui 3 

61 % ~ _ .... L. saw 9rtalll.M. 
3 ~ Pmwlem aod.11 mt'DC a. ruio losal biaya bahan baku dari sum.her ' I 

Sumbttd.in ~.nu:an ~ baku """" ,..,. - ter'hadap1otal 
Lokal lob! """' - -- bohan boJm kw'ang dm 10"' 

diberwlingkan ....... ,..,.,- ....... -- - yang - b. nlSIO total tu.ye. hab.m balcu d.an. ~ 2 

I dan tuar daen,b. J'*ft& ...., ,,_ -- -..sap total 
d,gunakan dalem lubutJilbao bahiln bu\.t illl.OIDI l J ,,. ~ 30 

I k~an Usahaft'_l'tl % ~- ptn(O. 9'fttu$ liiLfflJ)illi dcnp.n 
I -puluh per ............ 

(:. rasio b.aya bElban bak.u dad tlWt:LbtT local 3 
I JMC. ~ 14:f'badap rot.al ~butuhao 

bahan baku k:blb dan .,,, ... """' - l . 

Telp, 

: . Telp 
Nama Pimpinan 
Alamat Pimpinan : 
Alamat Lokasi Perusahaan : 

Nam.a Perusahaan 
Alamat Perusahaan 

d. . 
C-. . .....••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

a. . . . . 
. . . . 
. . .. . 

........................................................................ No Pendaftaran 
Tanggal Pendaftaran 
Jenis Layanan 
lnsentif yang dimohonkan 

l'ORMAT • 
HASIL PENlLAIAN TIM VERfFIKASI DAN PENILAfAN PEMBERlAN JNSENTIF 

DAN PEMBERJAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 
DI KABUPATEN TEMANG<iUNG 

Lampiran m 
PER.ATURAN BUPATI TEMANGGUNO 
NOMOR : .. 1~. TAHUN 2018 
TENTANG : PEMBERIAN INSENT!F DAN 

PEMBERIAN KEMUDAHAN 
PENANAMAN MODAL DI 
KABUPATENTEMANG<iUNG 

-t 



• Kontribu!d Tetba p;.,;;;;;;;;; modal ... a. Behm ;IIU. kotwiM.1$ d,ipa CSR: I 
<lap p_.nin~tM - penyalur b. l.ontnbus dana. CSR - da:ri 5 2 
Pelayanan l'u· =--- - %/tabun t)ima ptt9':ll seraru& J)C'1' tahun) 
blik .,.,,. T-ja,<ab daril«w>,unpn~ -,~- e, Kontribu.st dana CSR S %/ tahun (luua 3 

aJ ~..,..., ... ..,, fCS!l! .... ....,..,. ,.....,, tahun) - ........ rutift <li ~ bttahny.a. 
T • 

5 K.ontnbus Tttha - rNhsasl I a ptttumbuban ..a,; """' produka 1 
dap Pajak o .. .,....,.,. ............ ...... "'""''P"' ...... """ r.ah dAA. Reui.bu - S et./ tahunn_ya (wca pet 9"l'atuS 
~ Oaerah .... """"" ... lolai IO<al pn>duks pc:oanam modol 2 

....,,.., mtaR 5 ... JO "fmhun 

I - ,..,..., """"'' -- dcngan 
I .....- - _,, .... tahun); 
c. QM ..... pn,diu<,i """"'""" mooaJ 3 

mnungbt """' dan 10 ... I ""'"" Sle:nltUS eer tab.utt.. rs Ik.rwawasan - V-MNI!~ L Pauu,.a:m Modal tidak mermlOO dokumen l 
Un(tlrunaan cwt = ''°""' ,._ """"""' Oamp<lt ~ 
Bcrketanj IJ ton =- - IAMDAU/Upoya ,..__ ~- 

pnruip ........ bonpn -· ..., l.fpar,, ~man~ . .,, .- ....... Lmgltl1t1pn ludup UKl.,..UPL/Sutat ....- sum.ht, ~vatWJ K~PM ~IOW:Ul I daya lalaml dan Qlal IJnpu:npo dtu) ~ua.n Liogkuopn 

I pod• ,...,...,.. - H,dup ISPl'll: ,,...,. ,..,,.. ,...,, h. Pc,u.;,;am tJadal fl'U"ffl,bki ·- l -- AMDAL/Ula.- IJPt/SPPI. namun b<-lwn --: e. f"lenanam tJadal """"""" ·- 3 
AMDAL/Ul(L. UPL/SPl'I. - sudah 
diiik-t.-- 

7 Slcalll pnol"it.,:uj; &.dtl:l U.lltl.'Uk J ~ a.U- - Modal - ........ 1 ·- .... Modal - .._ ~ J..,.,.. Ponjang 
usabanya - - (PJPD)/Renc::ana Pnnbangunan 
d.M/•taw ....... .. J- - - ngao. ttocana. pemba (RPJNDURfflcena Sttatqjs Saruan Ke~ --- ~t t)iw-r;m tRen.,;ira s._ro, 
~ b. llsoha Pmonam ......., ....,m - 2 

Rto1i0!1.A Tota Ruan& Wiloyah (RTR"I ......... - - - dokumen 
PJPD/RP.JMD/R('l)5tf'a SKPD; 

<. u- """"'""' """"" .....,,. ... ,,_ 3 - Tew ~ W;JayaJ, iRTRWJ 
Dm1UO ...... ......i, ....... dokumeo 
P.IPIJIRPJl!OtRenstra SKPIJ. • Bod&>g use.ha Pfflan.am ,todal :,.mg a. ~ mod.i vaocdiWllffl u-Mlh-1nYill I 

-""-""" m<n<tul<w,g pemcnn ,...,,....,.,.. --- bdalt 
ln£rastruktur ""' ....,,,., """"' mm_yertaicao - -- ,-,...i, .... """""' aorial liasosf daft fasiltsas wn.um (f.uu.ml: - ........... ._ b. ~ modal ~daarn """""'"" , 

cbbuW.hlcan - ...,,,....,..., - - - ....,...,.._ '-1111 w.m:perolffl dulru.ngall dana dad 
APBD; 

I <. f\:1141.am modal ,..,.dalam u.511Juu,ya 3 
mray,o:rtakim -- -· ""'" - • Mclilkubn Mih I Pemm.am Modal ,-ng L bdum .... - - kepada 1 

Tek:nologl. m,mb<nb,, - ,......_.i, - maupw, - ...... ......... ..... - rmtah dacnoh ..... ... _ , ....... .....,. - ~ 2 _ .... - mttllb daa masyasabt dikkukao deogan 
mffllrlglcatlom - dukQnpndamoAPBD; 
•••hu1111 - .,.,,.,,. c.. u:ans&,r .......... - - 3 - .......... - dattah daft masyanikal dilalnihn dcngan 
~ - ___ uh_..........,_ - JO M~rupakan --- ._ ~ pemu1NQ modal ~jerm;. "1Ahil I 

lndu.sto Pioner mC!'mbakll ,mis usa- bmu dan "'""' mcmilik, ke1eriaullU1 

,,,. bmu """' """"" k,,,g,etan u.so.ba - hi.ti (kf,rnkall.lm 
bln U1nkaitan ~ .......... - kebdakanill - tidall ... ..-,..,. - mmd.ukung -bang,m - MC'lnbtt- ni11i tambah .,_....., °'"""" lf\IU!: ..., . b. Usaha modal .dolah JCnlS l 



b. Jenis Pemberian Insentif Penanaman Modal dalam bentuk: 
1. pengurangan, keringanan atau pembebasanpaJakdaerah; 
2 pengurang1U1, kennganan e.tau pembebasanretnousi. daere.h; 
3 pemberian dana stimulan;dan/atau 
4. pemberian banruan modaL 

c. Jenis Kemudaban Penane.man Modal dalam bencuk: 
I. Penyediaan data dan informasi peluang usaha penanaman modal; 
2 Penyediaan lahan atau lokasi; 
3 Pemberian bantuan teknis; 
4, Percepatan pembcrian perizinan;dan/e.tau 
5. Penyediaan sarana dan prasarana. 

Frekuensi insentif dan/kemudahan diberikan sebanyak Jangke. 
waktu insentif diberikan selama . 

Priontas 

•J Lmgkan parameter dan nilm ya,ig sesum 

a. Skala Pnoritas 
Skor Nilai 

I ....... .,.,.. ·-- I ....... betu - ktterkan.an - ._ ,....,, lo,jodi. Jcqpatan u.u.ha yang Jua.s t~ttuitan ke 
mem:perkemlllasn t.ek· - dai:,. u bdwa~ tapi tidak 
nolagi baro. suta me .....tulamgpmg,rmhengan PUD; 
miliJa nilai MNl<gis ,. °"""' ....,...,.,,, "'°""' - jenj:i; 3 - mmclukw,g - ...... """' mrmilila k.et.erkmaul 
pengem.bangan ..... bg:iatan wiaha YSQ& was (k:etfflUlican kc 
duk ~ I ckpm (Ian ke bC"\akaoll - douab. mcndu'- ·-- ba;-- PUD. 

11 flttJokas, di ..........,,,_)'Mg ~lob.si pn)M$ produkoi clari l)C"QMi!lffl I 
08'.-.h Terpon· b<....tiadanmampu - ..,,., . •• ...... wilayah atau 
cil. T <ranggru mm~ - ,sub whan}; 
at.au Pttb!IOl..'Um k~ usahanya di b.- ,,...... p,odukoi clari ponaoam 2 - - modal - di °""' t.,,.._i """' ak~ - """"" - c. lobs. - pNl9t"9; pn>duka clari ....,.,,..,, 3 .......... - modal '?'<8da dl °""" te,pmcil. 

~:!... 
_,_ . 

12 Me!lalaianakan Kqpaom q~ I a. cidllk adti tqp..1an pencbtum dam 1 
Pfflt.litia.n. 1><rge,ak di - - ,,.....,., clan - 
Pc:ngembonpn pcnchtian dao daJam. pr-nmgb1en oilai wnhAh (PUDt; 
dan i\'O\r8Sl -- mo- b. ada kitgiawln liEbang dan inQTIISi oa.rmm 2 

TI!.$ telmoioCJ da·bt.-,,, tldu tubal~ pmg,em.bangan POD; - ,,_,, .. e. ad.a ugiatan Jitben& d*'1 inOl'89i oamun 3 - -- ..... ~--- PUD • 
13 Berm.:i.u'$ den.geo lteJalcu.b.n Ut!llttaal'l .. -..... ....... b<lwD m<1aJ<ulw> I 

U8llha Mikro Kt· ck:opn _...,,.. ~n; 
cil da.n Kop(-nuR -· """' - b. ~ Modal me1dcubn knmlraan l 

k ....... daiam ~ ptOdu.k:a ataU pemasatan 

I 
diari UMha Miluo M:CiJ dan Roper.ut ~i\; ............. - """""ulau, li:cm:itra:m 3 

- - pn>duka dan -- huil clari U8'ha Mikro Kocil clan .. . 
14 ............... .. --... modal bdwn ....._.,,-., i 

&tang Mod.al. '""- - .,,..., .... """'"""' Mesic at11u Pet p,,dub dala:m nqm; 
aliililn d<npn b.- modal menggi1n:aka:n - 2 
K.dndutlpti Lo- - ....... "'"" """"'""' 

_.,. 
kal - ....... -- so ... (hma - ... - c. Ptttria:n modal -""""" - 3 - ....... """' ....-.. "'°"""" daam negen lrbib dan 50 '- fhr.us puluh . 

' Skor Nila.i - . . 



Pjs. BUPATI TE:MAN,GGUNG 

Nama ·····-~·-·················-· 
Pang)<at/ go) 
NIP 

Temanggung, . 
Ketua Tim Veriftkasi dan Penilaian Pemberian 
Jnsentif dan Pemberian Kemudahan 
Penanaman Modal di Kabupaten Temanggung 

SEKRETAR!S OAERAH KABUPATEN 
TEMANGGUNG 



SUOAR\'.lo ....,,..., 

Nama .. 
Pangkat/gol 
NIP. 

Temanggung, . 
Ketua Tim Veriftkasi dan Penilaian Pemberian 
lnsentif dan Pemberian Kemudahan 
~amao Modal di Kabupalen Temanggung 

S£KRETARIS OAERAH KABUPATEN 
TEMANGGUNO 

Frckuco5i insentif/kemudaban dibc:rikan sebanyak . 
,Jangka waktu insentif/kemudahan dibcril<an ,..,1ama . 

c. .. - .........•. ··-·········· . 
b. ~00, ,, 0 ,,,--~ H .. 

a. . - .. - . 

Alainat Perusahaan ···························-·································04············ 
Tetp. . _ , 
Noma PimpinAn • - . 
Alama L Pim pman . 

Telp ·-······························-············ .. ····· . 
Alamat Lok•si Perusabaan - . 
Telp , . , .. , . 
Untuk mendapatkan insentif f kemudahan pcnanaman modal yang tcrdiri dan; 

...................... ···- ......................•.......................... Nam.a Perusahaan 

Berdasarkan Hasil Penilaian aebagahnaoa tcrlampir dalam Rckomcndasi ini. Tim 
Vcnfi.kas.i dan Peni1aian Pf-.mbcrian Jnsentif da.n Pembcrian K.emudaban 
Ptnanaman Modal di Kabupaten Temanggung memberikan rtkomendasi kepada: 

.................................................. 
RF;KOMENDASJ 
NOMOR 

FORMAT 
REKOMF.NOASI TIM VERIFIKASI DAN PENIU\IJ\N TIM VERIFIKASJ DAN PENlLAJAN 

PEMBri:RIAN INSENTIF' DIIN PEMBERIAN !..'EMUOAHAN PENANAMAN MODAi, 
DI KABUPATEN Tf:MMOOUNO 

La.mpiran IV 
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR : .i5 .. TAHUN 2018 
TENTANG • PEMBERIAN INSENTIF' DAN 

PEMBERIAN KEMUDAHAN 
PENANAMAN MODAL DI 
KABUPATEN TEMANGGUNO 



. I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Ten gab; 

2_ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 temang Penanamaa 
Modal: 

3. Uodang Undang Nomor i3 Tahun 2014 tentang 
Pemerintabaa Daerab sebagaimana tclab diubab beberapa 
kali. terakhir deogan Undang·Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perube.ban Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 temang pemermtahan Daerah; 

4. Pl:raturan Pemerimab Nomor 45 Tahun 2008 tentang 
P<doman Pcmberian lnsentif dan Pemberian Kcmudahan 
P1=uwnan Modal dJ Daerah; 

s. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tcnlang 
Penyelenggaraan l'ela,-anan Terpadu Satu Pinta; 

6. Peraturan Dacrah Kabupaw, Temanggung Nomor 1 Tabun 
.2012 tentang Rcnc,ma Tata Ruang Wilayab Kabupatcn 
Temaoggung Tahun 2011-:2031; 

7. Peraruran Dacrab Kabupeten Tomanggung Nomnr 21 Tabun 
2013 ten.tang PeoaOBman Modal; 

8. Peraturan Menteri Dalam Neg<ri Noinor 64 Tahun 2012 
tentanR Pedoman Peiaksanaan PcmberiA.n lnsentif dan 
P,,mberian Kcmudahan Pcnanaman Modal dl Dacrah); 

9 Pcmruran ~ Sadan Kooalinasi Penanaroan Modal Nornor 
5 Tabun 2013 renumg ~ dan Tata Cara Pcrizinan dan 
Non Periu.nao Peoaoaman Modal; 

a bahwa .......• 
b. bahwa .•...• 
c. bahwa berdasarkan pertimbangao sebagaunana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Kepurusan KEPAIA DPMPTSP/SEKDA/BUPATl 
Temanggung tentang Pemberian lnsenrif dan/atau 
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Bagi 

Mengiagat 

Menimbang 

TENTANG 
PEMSERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAi, 

DIK...SUPATENTEMANGGUNG 

KEPUT\JSAN KEPALA DPMP'fSP/SEKDA/BUPATI 
NOMOR .... · 

Lampiran v 
PERAT\JRAN BUPATI TEMANOOUNG 
NO MOR : . .1> •• TAHUN 2018 
TENTANC : PEMBERIAN INSENTIF DAN 

PEMBERIAN K.EMUDAHAN 
PENANAMAN MODAL DI 
KABUPATENTEMANOOUNO 



Pjs. BUPATI TE:l',JAN·GGUNQ SEICDA 

Untuk diketabu1 dan/atau dipcrgunakan sebagaimana mestinya 

Salinan Persetujuan ini disampaikan kepada Yth : 
I. lnspektur Kabupaten Temanggung; 
2. Kepala BPPKAD Kabupaten Temanggung; 
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PI'SPKabuparen Temanggung; 
4 . . ................................................................• 
5. Yang bersangkutan: 

KEPALJ\ DPMPTSP/SEKDA/BUPATI 

Ditetapkan di Ternanggung 
Pada tanggal .....................•• 2018 

Keputusan Bupali ini mulai berlaku pada tanggal 
clitetapkan. 

KEEMPAT 

KETIGA 

Jenis insentif/kemudahan yang diberikan terdiri dari . 
Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak . 
Jangka wakru ,nsentif/kemudahan chl>erikan selama . 

KEDUA 
............................................................................... 

Memberikan m.sentif dan/atau kemudahan penanaman 
modal kepada 

KESATU 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN · 

MCmperhatikan · Rekomendasi Tim Verifi.kasi dan Penilaian 
Pemberian lnsentif dan Kemudahan Penanaman Modal di 
Kabupaten Temanggung Nomor Tanggal . 

10.l't'raturan Bupob Tcmanggung Nomor ..... Tabun 2017 
tcntang Pcmbenan lnsentif <Ian Pembcrian Ke.mudahao 
Pmanaman Modal di Kabupaten T•manggung. 



2. Jumlah Ka,yawan yang mengilruti pelatihan khusus 

I, Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus 
sebelum memperoleh insentif/ kemudahan . 
orang 

1. Pemhelian Bahan Baku*) 
2. Restrukturisas, Mesin Produksi'} 
3. Perungkatan Kesejahteraan Karyawarr'] 
4. Penambaban Biaya Promosi Produk"J 
5.1 ainnya 1) 

"} b<trf tarufa ]{ pa4a. angka di depannya 

Rp.. . .. 

Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah 
diberikan insentif / kemudahan: 

Rp..... .. . . . . .. . . .. . . 

c' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -~ . 
Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum 
clibenlcan insentif / kemudahan: 

b. . .. 

a.. . 
c . 
b . 

2 Pengelolaan Usaha 
Bidang Sumber Daya 
Manusia 
Penlngkatan 
Kapasitas karyawan 
melalui pelatihan 
temank 

Penggunaan lnsentif 

Nilai Omzet Penjualan 
sebelum / sesudah 
diperoleh 
insentif/kemudahan 

Jenis Kemudahan 
yang di peroleh 

Dengan hormat, bersama mi kami laporkan penggunaan msentif/kemudahan 
penanaman modal yang telah diberikan sebag)li berikut: 
I Laporan Penggunaan lnsentif / Kemudahan Penanaman Modal 

N ama Badan u saha . 
Bidang Usaha . 
Jum1ab Tenaga Kerja .. 
Te tap 
-Jerus lnsentif yang : a. .. 
diperoleh 

TEMANGG\JNG 

Kabupaten Temanggung 
Di 

Kepada 
Yth .. Bapak Bupati iemanggung 

Cq Kepala Dinas Penanaman 
Penanaman Modal PI'SP 

: I (satu] bendel 
: Laporan Penggunaan 

lnscntif/Kemudahan 
Modal 

. . •···•····••·•········•·•• Nomor 
Lamp. 
Hal 

LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF / KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 

Lampiran VI 
PERATIJRAN BUPATI TEMANGG\JNG 
NOMOR : .. t;:.. TAHUN 2018 
TENTANG : PEMBERJAN INSENTIF DAN 

PEMBERJAN KEMUDAHAN 
PENANAMAN MODAL DI 
KABUPATEN TEMANGGUNG 



OOUNG f'.js BUPA11 TE 

Pimpinan Perusahaan 
Teroa.nggung, . 

............................................................ 

. . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 

. . . . . . . . . . . 

Volume Penjualan 

2. Jumlah Katya wan yang mengikuti pelatihan khusus 
sesudah memperoleh insentif / kemudahan . 
orang 

I. Jumlah Ka,yawan yang mengikuti pelatihan um um 
sebelum memperoleh insentif /kemudahan . 
orang 

2 Jumlah Ka,yawan yang mengikuti pelatihan umum 
sesudah memperoleb insentif/ kemudahan 
.............. orang 

I. Volume produk yang dipasarkan sebelum 
memperoleh insentif/ kemudahan . 

2 Volume produk yang dipasarkan sesudah 
memperoleh insentif/ kemudahan . 

I. Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh 
insentif / kemudahan 

a, Onentasi pasar dalam Provinsi . 
b. Orientasi pasar luar Provinsi . 

2. Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh 
insentlf/ kemudahan 

a. Orientasi pasar dalam Provinsi .. 
b. Onentasi pasar Juar Proviosi . 

Bidang Pemasaran 

Bidang Produksi 

Peningkatan 
Kapasitas Karyawan 
Melalui Pelatiban 
Umum 

ternatik 

3 Rcncana Kegiatan Usaba 
Target produksi clan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh 
insentif /kemudahan 

Tahun Volume Produkst 
I 
2 
3 

Bidang usaba lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelab memperoleh 
insentif/ kemudahan , 
• Bidang percagangan 

(sebutkan) 
· Bidang jasa 

(sebutkan) 
Bidang pengolahan 
(sebutkan) 

Peningkatan Perungkatan kapasitas mesin/paalatan produk setelah diperoleh 
insentif(beri tanda Xl 

Melalui pcrbaikan 
mesin/ peralatan 
Melalui penggantian 
sebagian 
mesin/peralata 


